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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

signifikan begi hidup dan kehidupan umat manusia. Akibatnya, berbagni permasalahan sosial dan
ekonomi dirssakean scmakin berat dan melands hampir sehuruh komponen masyarsiet den had ini pula
yang membuat schagion masyamkat semkin serpinggirkan serta semakin tidak berdays menghadapi
problem ywg semakin bt Ketidakherdayaan kelompok masyarakat terpinggirkan tersebut
menimbulkan masaloh bagi dirinva dan linglngannya, mercka menjadi beban masyarsken di
kelurpnys, Sebagian lain mencka mencari keuntungan di kota dengan suatu harspan untuk
memperbaiki taraf hidup. Tetspi kenystsnnya mereka tidak mengadi lebih baik den apa yang mercka
haraplcan fidsk serwujud dikarenakan mercka tidak memiliki dasar pendidikan don kesersmpilan yang
memadai. Anok jalanan merupelen salsh satu produk dan kondisi sosial tersehut. Dissmping itu
krisis ekonomi yang berkepanjangan menjadi pemicu meningcatnyn jumish anak jalanan dibending
tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini dapet dilihat di sekitar terminal, stasiun kereta api, peser don
ternpet kerumadan laivys, dimana snak-ansk sedang mencari nafkah untuk kehidupennya st
membantu kehidupen kehsrganya. Permasalshan utama darf munculnys mosslah sosial snak jalanen
umumnya dischablan karena : (1). Krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan beberspe tahun
yang laks menyebabkan berkurangnya lspangan pekerjaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para
onnglus yang selama inl menjadi wlang punggung mata pencsharian'nafkah, (2). Semakin
meningkatkan drop ow mnak sckolah, schinggn dmungkinkan rendahryn kualitas sumnberdayn
manusia generssi yang skan datangdan (3). munculmys masaleh-masalsh sosial lainnys scbagal
akibet dari pergaulan jakinan, seperti narkotila, perielahian, kriminal dan perilaku sek bebas di
kalangan anak jalanan.

Masalsh anak jolanan seolah-olah tidsk ada hentinya, setiap saat permasalahan anak julanan semakin
marnk baik dilihat dari kuantites moopun kualitss, Ansk di jalanan hanus beguang ditongeh-Songsh
kotu yang kejam untuk mendspetkan sejumish uang agar mercka bisa bertshan hidup dan tidak



kelaporan. Jual rokok, membersihkan bus umum, stau juga penjaia koean, barangkali iy yang dapet
mereka lnkukan. Keuntingan yang diterima tidek seberapa, namun ity harus mereka lakukan agar
mereka tetap hidup di kota metropolis. Anak jalanan ini biasanya mangkal di terminal atau di
persimpangan-persimpangan jalan. Keadaan ekonomi yang memakss mercka hans bekerja,
dan pekerjaan yang biss merek lakukan untuk seusia mereka adalah sekaor informal.

Fenomenn yang dihadapi anak, muncul karena orang tun secara disadari atsu tanpa
disadari telah mengabaikan kebutuhan atau hak anak. Selain itu, juga disebabkan oleh
kurang pengetahuan orang tua tentung perkembangan anak, orang tun bermasalah utau
konflik keiuarga, penolakan anak oleh orang tua dan adanya nilai yang diyakini orang tua
lentung status dan peran anak sebagai aset yang dapat dijadikan sebagal sumber mata
pencaharian,

Secars makro, koodisi tersebut dipengaruhi oleh ketimpangan struktural yang meliputi
ketimpangan struktur ekonomi, politik dan budaya, sehingga menyebabkan kemiskinan
keluarga. Faktor pendorong terscbut, baik secara makro dan mikro menyebabkan
ketidakmampuan orang tua dan keluarga dalam memberikan asuhan atau pemberian
pemenuhan kebutuhan annk.

Masalash ansk julanan memperlihatkan bukan lagi hanya masalah perut lapar,
keterlantaran atau tidak terpenuhinyn kescjahteraan, tetapi anak jalanan telah menjadi
korban cksploitasi, kekerasan dan penyatshgunsan olch orang dewasa, termasuk orang
tuanya sendiri. Keadsan ini perlu adanys upaya lain dalam mencegah timbulnya
permasalshan yang dihadapi anak. Kescjohternan anuk mengacu kepada kondisi yang
memungkinkan terpenuhinya kebutuhan anak. Pemenuhan kebutuhan akan berpengarub
pada tingkat pertumbuban dan perkembangan anak, schingga pada gilirannya akan
berpengaruh pula pada kemampuan pelaksanaan peranan sosial anak.

Namun demikian, anak tidak cukup lagi hanya dipenuhi kebutuhan dasar secara fisik,
mental dan sosial sebagal indikator kescjahtersan. Mereka juga harus dilindungi dari
orang termasuk orang tua tidak hanya menylapkan kebutuhan dasar anak seperti pangan,
sandang, papan, keschatan maupun pendidikan, tetapi juga memenuhi aspek perlindungan
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dari pihak yang tidak bertanggung jawab, Kesejahteraan yang telah tercapai dalam
pemenuhan kebutuhan dasar dapat hilang scketika manakala anak-anak tidak dilindungi.
Perlunya perlindungan scbagai tambahan atas pendekatan kesejahteraan terhadap anak
didasarkan otes pandangan bahwa anak-anak pun mempunyai hak ssasi sebagai baginn
dari hak ssasi manusia. Pemenuhan kebutuhan anak oleh orang tua dan keluargn harus
ditemputkan bukan semata-mata karena anak mempunyai kebutuhan, tetapi karens
mercka mempunyai hak untuk dipenuhi kebutubannya. Hak memunculkan kewajiban,
kewsjiban memunculkan tuntutan. Ansk yang mempunyai hak, orang tua dan
masynrakat yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.

Hok-hok anak yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) tahun 1989 merupakan hukum atay instrumen internasional tentang hak
unak yang mengikst secara yuridis maupun politis negara-negara yang meratifikasinya.
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA melalul Keputusan Presiden (No, 36 Tahun
1990) dan mengadopsinya secara lebih kust dalam Undang-Undang (No. 23 Tahun
2002) tentang Perlindungan Anak. KHA mewajibkan setiap orang dan negara untuk
menghormati (o respect), menjamin (fo ensure), dan memenuhi (fo fulfil) hak-hak anak.
KHA mengatur bahwa tanggung jawab pertama tanggung jowab pemenuhan hak anak
ada pada keluarga. Jika keluarga tidak dapat memenuhi hak anak tersebut, maks
masyarakat yang akan menggantikannya. Jiks masyarakat pun tidak mampu, maka negara
berkewajiban memenuhi hak anak tersebut.

Menghadapi tantangan dan tuntutan tersebat, serta semakin meningkatnya kompleksitas
masaloh anak jalanan, Kementerian Sosial RI menetapkan komitmen “Bebas Anak
Jalanan di Indonesia™ melalui kebijakan Program Kesejohternan Sosial Anak (PKSA).
Kebijakan tersebut ditujukan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan
dan perlindungan anak di Indonesia, Adapun tujuannya adalah menjamin terpenuhinya
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal
sesual dengan harkat dan martsbat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesin yang
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Setinp kebijakan akan selalu mengandung resiko kegagalan (policy fallure). Hogwood &
Gunn (1986) mengungkapkan terdapat dus kategori kebijakan yang gagal, yaitu mon
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implementation (tidak terimplementasi) dan wnsuccsefil implementation (implementasi
yang tidak berhasil). Kebijakan yang tidak terimplementasi (mon implementation)
mengandung arti bahwa kebijakan ity tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana,
tidak ada kerjasama yang baik di antara para pelaksana, bekerja tidak efisien, bekerja
tidak sungguh-sungguh, tidak mengussai permasalahan atsu permasalahan di luar
jangkauan kewenangan. Implementasi yang tidak berhasil (unsuccesful implementation),
dapat discbabkan olch berbagai faktor, seperti; pelaksanman yang tidak baik (bad
execution), kebijakan yang tidak baik (bad policy), atau kebijakan tersebut tidak bernasib
baik (had luck) karena faktor lingkungan kebijakan benar-benar tidak menguntungkan
bagi implementasinyn schingga siapapun tidak dapat atau tidak perlu dipersalahkan.
Berhasil tidsknya kebijekan Kementerian Sosial Rl tentang “Bebas Anak Jalanan di
Indonesia” melalui Program Kesejahterann Sosial Anak (PKSA), sangat ditentukan oleh
bagaimana dukungan Pemda dalam penanganan anak jalanan, Pada era otonomi daerah,
Pemda memegang peranan penting dalam mengimpelemntasikan kebijakan Kementerian
Sosial R1 dalam penanganan masalsh anak jalanan, Pemerintah Daersh menjadi “leading
execution” dalam mengimplementasikan kebijakan Kementerian Sosial RI - dalam
penanganan masalah anak jalanan. Dalam hal ini, tanpa adanys kerjasama dan kemitraan
dengan Pemerintah Daerah, sebaik-baiknya kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian
Sosial R] tentang penanganan ansk jalanan di Indonesia, tidak skan bechasil dengan
maksimal,

Permusalahannya adalah bagaimana komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah
dalam dalam penanganan anok jalanan? Mengingat permasalaban anak jalanan sangan
krusial untuk ditangani dan Pemerintah Pusat mentargetkan tahun 2014 Indonesia
terbebas dari anak jalanan, maka sangat penting artinya untuk melakukan penelitian atau
mengkaji tentang “Dukungan Pemerintah Daersh terhadap Penanganan Anak Jalanan di
Indonesia”,

Perumusan Masalah

Perumusan masalah utams penelitian ini adalah: "Bagaimana Dukungan Pemerintuh
Dacrah techadup Penanganan Anak jalanan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah?™
Selanjutnya Perumusan masalah ini dirinci pada sub permasalahan sebagai berikut:



Bagaimans gambaren data anak jalanan yang dimiliki Pemerintah Daerah?
Bagaimana implementasi Persturan Daerwh yang  terkuit dengan penanganan anak
jalanan?

Ragaimana dukungan Lembaga Kesejuhteraan Sosal Anak (LKSA) dalam
penanganan anak jalanan?

Bagaimana dukungan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan penanganan anak
jalanan?

Bagaimana hambatan yang dihadapi Pemda dalam penanganan anak jalanan?

6. Bagaimana harapan aparat Pemda dalam penanganan anak jalanan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang jelas berkaitan dengan
dukungan Pemda dalam penanganan anak jalanan di Indonesia, terutama disrahkan pada
beberapa aspek sebagai berikut:

1.
2
3.

Gambaran data anak jalanan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
Implementasi Pernturan Daersh yang terkait dengan penanganan anak jalanan
Dukungan Lembuga Kescjohternan Sosal Anak (LKSA) dalam penanganan anak
Jjalanan,

Dukungan Sumber Days Manusia yang terkait dengan penanganan anak jalanan,
Hambatan yang dihadapi Pemda dalam penanganan masalah anak jalanan,

Harapan eparat Pemda dalam penanganan anak jalanan.

Manfant Penclitian

1. Manfast Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharspkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan memperkaya khazansh {lmu pengetahuan dan pengalaman khususnys
tentang strategi dan program penangonan anak falanan dari perspektil’ pekerjaan
soslal.




2. Manfast Praktis
Hasil penclitian ini juga secara praktis dibarapkan dapat : '
a, Memberikan sumbangan pemikirin pada pemecahan masalah anak jalanan di
Indonesia
b. Schagai dasar bagi Stakeholders untuk merumuskan kebijakan tentang pola

penangan anak jalanan di Indonesia.




BAB NI
KAJIAN KONSEPTUAL

Dalam kajian ini akan menggunakan dasar teori mau konseptual antara lain tentang anak
jalanan, kesejahteraan sosial anak jalanan, strategi cara penanggulangan snok jalanan, dan
Dukungan Pemda dalam penanganan anak jalanan.

A. Pengertian Anak Jalanan

Scbutan anuk jolanan digunakan bogi kelompok anok-anak yang hidup di jalanan yang
urnumnya sudeh tidak memiliki ikatan dengan kelunrga dan bekerja dijalanan bagi mereka
yang masih memiliki ikatan dengan keluarganya. Walaupun pengertian anak jalanan memiliki
konotasi yang negatif, namun pada dasarmmya dapat juga diantikan sebagai anak-anak yang
bekerja di jalanan yang bukan hanyn sckedar bekeda di sela-sela wakw luang untuk
mendaputkan penghasilan, melainkan anak yang karena pekerjannnya maka mercka tidok
dapat tumbuh dan berkembang secars wajar balk secara jasmani, rohani dan intelektualnya.
Hal ini disebabkan antara lain karena jam kerjn panjang, beban pekerjann, lingkungan kerja
danlain schagainya.

Setiop harinya berita tentang anak jalanan scolah-oloh tidak ada hentinya. Derita dan
penyiksnan yang mereks alami sering muncul dalam berita. Anak jalanan di bawah umur
kebanyakan diperas, ditindas dan dipaksa untuk bekerja oleh para preman dan hasil kerja yang
mereka peroleh dipaksa untuk disctorkan kepada preman tesebut. Anak jalanan hirus
berjuang ditengah-tengah kota yang kejam untuk mendspatkan scjumlah uang agar mercka
bisa bertahan hidup dan tidak kelaparan. Pekerjnan yang mereka kerjakan misalnys menjual
rokok, membersthkan bus umum, penjaja koran, atau jugs mengamen.

Keuntungan yang mereka dapat tidak seberupa, namun harus mercka lakukan agar dapat (ctap
hidup di kota metropolis ini. Anak-anak julanan inl biasunys mungkal di terminal utsy di
persimpangan-persimpangan jalan, Apa yang mercka lakukan adalah sebenarya karcna
faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang memaksa mereka harus bekerja, dan pekerjaan yang
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bisa mercka lakukan wuntuk seusin merckn adalah  pekeraan di sektor informal.

Penggusuran yang sering kall dilakukan oleh Satpol PP terhadap anak jalanan ini akan
memperparah keadaan, Akan timbul masalah sosial yang lebih besar. Anak-anak yang digusur
akan kehilungan muta pencsharian, sedangkan sccara ckonoml, mereks harus mencari
lapangan usaha yang mampu memenuhi kebutuhannys. Bila lapangan usaha tersebut hilang,
maka mercka akan mencari lapangun usaha lain, dan bila ini tidak didapatkun, mereka okan
melakukan tindakan apa sajs yang penting bagi mercka bisa menghusilkan wang. Hal inilah
yang menimbulkan dampak sosial. Sebab apa vang mereka lakukan sudah tidak
memperhatikan NOTIMA-NOMTI hukum yung berlaku.

Apabila hal ini sudah terjadi tentunya sparat keamanan akisn semiakin disibukkan kembali,
Pencopetan, perampokan, penodangan dan tindak kriminal lainnya akan menjadi suatu tindak
pidana bary yang pelakunya adalah anak-anak di bawah umur.

B. Kebutuban Anak

Prasyarat utama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal adalah
terpenuhinya kebutuhan dasar anak, yang meliputi kebutuhan fisiologls, kasih sayang,
pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap segala diskriminasi dan perlakuan salah
(abused) serta kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dalam berbagai keputusan
menyangkut naslb mereka sebagal pribadi seorang anak. Lebih tegas dalam pasal 2 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anzk menyebutkan bahwa
penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi
Hak-Hak Anak meliputi (1) Non diskriminasi, (2) Kepentingan yang terbalk bagl anak, (3) Hak
untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (4) Penghargaan terhadap pendapat
anak. Dengan kata lain perfindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perfindungan dari kekerasan dan
diskriminasl, deml| terwujudnya anak yang berkualitas, berakhiak mulia dan sejahtera.
WMMMMMWMMW,MMmlmé



maupun sosial. Kebutuhan anak menjadi tanggung pemerintah, masyarakat dan keluarga
(orang tua).

Hal demikinn dijamin oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 Bab V, tentang : identitas diri setinp
anak harus diberikan scjak kelahirannya, yang dituangkan dalam aktc kelahiran, status anak
yang dilshirkan dari perkawinan campuran, Tinjavan tentang konvensi hak-hak anak
menunjukkan bahwa kesejahteraan anak terimplisit dalam pemenuhin kebutuhan dan hak-
hak mereka,

Menunut Gavrison yang dikutip oleh Andi Mopplare (1982 : 152), anak memilik] kebutuhan-
kebutuhan yang khas, antara lain sebagai berikut:

Kebutuhan akan kasih sayang

Kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok
Kebutuhan untuk berdiri sendiri

Kebutuhan untuk berprestasi

Kebutuhan akan pengakuan dari orang lain

Kebutuhan untuk dihurgai

Kebutuhan untuk memperoleh falsafah hidup yang utuh,

S

Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang khas bagi enak yang terdiri dari
berbagai tingkat intensitas, dimana masing-masing kebutuhan tersebut dibatasi oleh beberapa
fisktor antara lain faktor individual, faktor sosial, kultura) dan religius termasuk nilai-nilal,
Kebutuhan-kebutuhan yung bersifst psikologis-sosiologis yang mendorong anak untuk
bertingkah laku yang khas. Apabila kebutuhan psikologis-sosiologis dapat terpenuhi secara
memadai, maka akan mendatangkan keseimbangan dan keutuhan integrasi pribadi; anak dapat
merasa gembira, harmonis, bahagia, dan scbagainya. Akan tetapi apabila kebutuhan tersebut
tidak dapat terpenuhi maka tidak oda kepuasan dalam hidup sescorang (anak), anak dapat
mengalami frustrasi, serta terhalang dan terhambatnya perkembangan sikap positif, sehingga
akan mengalami hambatan-hambatan dan merasa tidak berarti dalam hidupnya. Demikian



pula apabila semua aspek kebutuhan anak terpenuhi, maka tercapailah suatu tingkat
kescjahieraan bagi anak.

Secara khusus kebutuhan anak secara sosial dikemukakan oleh Juke  R. Siregar, bahwa kebutuban
sostal adalah kebutuhan yang berhubungan dengan penyesuaian norma-norma lingkungan sosial
sohingga mereka menjad! bagian darl masyarakat dan memaham| bagalmana mereka harus hidup di
lingkungan sosialnya. la mengemukakan bahwa Indikator kebutuhan sosial mellput!

1.  Kebutuhan akan berinteraksl dengan anggota masyarakat.

2. Kebutuhan akan mengadakan kerja sama dengan orang lain.

3. Kebutuhan akan berkomunikas! dan berelas! dengan orang lain.

4. Xebutuhan akan pengakuan dan penerimaan dari orang lain

5. Kebutuhan akan status soslal.

Xegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan anak akan berdampak negative pada pertumbuhan
fisik dan perkembangan Intelektual, mental dan soslial mereka. Anak bukan saje mengalami
kerentanan fidk akibat kurangnya asupan gizl dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan pula
mengalam| hambatan mental, lemah daya nalar dan bahkan perflaku maladaptive, sepert! gutism,
nakal, sullt diatur, yang kelak akan menggiring mereka menjadl manusia tidak normal yang mengarah
pada perilaku kriminal.

C. Hak Anak
Sesuai dokumen konvensi PBB, mengenai hak ansk (1989) yang dikutip dalam buku
Pedoman Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Usia Dini (1999:6-7), mengungkapkan agar
anak tumbuh kembang secara wajar dan optimal, yaitu :
1) Perawatan (care), anak mempunysl hak untuk memperoleh perawatan serta
perhatian dari masyarakat dan terutama orang tua.
2) Makanan (food), ansk memiliki hak untuk memperoleh makanan secukupnya
sesual dengan standar pemenuhan gizi seimbang.
3) Tempat tinggal (shelter), anak mempunyal hak atas tempat tinggal sesuai standart
keschatan rumah ( layak huni ).
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4) Pakalan (clothing), anak mempunyai hak untuk mendapatkan pakaian yang layak
sesuai dengan kebutuhannya,

5) Keschatan (health), anok memiliki huok atas keschatan yang optimal bagi
kehidupannya.

6) Pendidikan (schooling), ansk memiliki hak was pendidikan, baik pendidikan
dalam keluarga, di masyarakat maupun di sekolah,

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maks hak-hak anak adalsh suatu hal yang
sangat penting dan fundamental harus dapat diwujudkan dalam kehidupen anak. Apabila hal
ini tidak dapat diwujudkan maka kan berpengaruh pada perkembangsn jiwa anak.
Schagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Bab
111 bahwa anak telah dijamin atas hak-hak dan kewajibannya antara lain sebagai berikut : 1)
Pasal 4, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara
wajar sesual dengan harkat dan marabat kemanusisan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. 2) Pasal 5, Setiap anak berhak atas suatu nama scbagai identitas
diri dan status kewnrgancgarsan. 3) Pasal 6, Setiap anok berhak untuk beribadah menurut
sgamanys, berfikir, dan berckspresi sesual dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam
bimbingan orang tua. 4) Pasal 7 ayst 1, Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya,
dibesarkan, dan dissuh olch orang tuanya sendiri. 5) Pasal 7 ayat 2, Dalam hal karena suatu
sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau annk dalam keadaan
terlantar maka anak tersebut berhak dinsuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat
oleh orang lain sesuai dengan Ketentuan persturan perundang-undangan yang berlaku. 6)
Pasal 8, Setiap anak berhak memperoleh pelayanan keschatan dan jaminan sosial sesuai
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, 7) Pasal 9 ayat |, Setiap anak berhak
memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasannyn sesual dengan minat don bakatnys, 8) Pasal 10, Setiap anak berhak
menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai
dengan tingkat kecerdasan dun usianya demi pengembangan dirinya sesual dengan nilak-nilai
kesusilsan dan kepatutan. 9) Pasal 11, Sctiop anak berhak untuk beristimhat dan
memanfastkan waktu Juang, bergaul dengan anak yang scbaya, bermain, berekreasi, dan
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berkreasi sesuni dengan minat, bakid, dun tingkat kecerdasannys demi pengembangan diri.
10) Pasal 12, Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, hantuan
sosial, dan pemeliharaan taraf kescjahterasn sosial. 11) Pasal 13 ayat 1, Setiap anak selama
dalam pengasuhan orang tus, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas
pengasuhan, berhak mendapat perfindungan dari perlakuan diskriminasi, cksploitasi (baik
ckonomi maupun seksual), penclantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan,
ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, 12) Pasal 14, Setiap anak berhak untuk diasuh
oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika adn slasan dan/stav aturan hukum yang sah
menunjukan behwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan
pertimbangan terakhir. 13) Pasal 15, Setiap anak bechak untuk memperoleh perlindungan dari
penyalahgunaan dalum kegiatan pofitik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam
kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan
dalam peperangan. 14) Pasal 16, Setiap anuk berhak memperoleh perlindungan dari sasarun
penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Begitu jelas bahwa setiap anak Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak-hak yang harus
diperhatikan dan dipenuhi oleh berbagai pihak yang terkaitan erat dengan anak, Hak-hak
tersebut merupakan bentuk-bentuk perlindungan yang ditujukan agar anak dapat tumbuh dan
berkembang secarn wajar ditengah-tengah keluarga dan masysrakat,

. Kebijakan pemerintah dalom Penanganan Anak Jalanun

Musalah anak jalanan memperlihatkan bukan lagi hanya masalsh perut lapar, keterlantaran
atau tidak terpenuhinya kesejahteraan, tetapi anak jalanan telah menjudi korban eksploitasi,
kekerasan dan penyalahgunsan oleh orang dewasa, termasuk orang tuanya sendiri. Keadaan
ini perlu adanys upaya lain dalam mencegah timbulnys permasalahan yang dihadapl anak,
Kesejohteraan snak mengacu kepads kondisi yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan
anpk. Pemenuhan kebutuhan akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan dan perkembangan
anak, sehingga pada gilirannya akan berpengaruh pula pada kemampuan pelaksanaan peranan
sosial anak,

Namun demikian, anak tidak culup lagi hanya dipenuhi kebutuhan dasar secara fisik, mental
dan sosial sebogai indikator kesejahtersan. Mercka juga harus dilindungi dari tindakan
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diskriminasi, kekerasan dan cksploitasi. Dengan perlindungan, menuntut setiap orang
termasuk orang tua tidak hanya menyiapkan kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang,
papan, keschatan maupun pendidikan, tetapi juga memenuhi aspek perlindungan dari pihak
yang tidak bertanggung jawab. Kesejahteraan yang telah tercapai dalam pemenuhan
kebutuhan dasar dapat hilang seketika manakala anak-snak tidak dilindungi,

Perlunya perlindungan scbagai tambohan atas pendekatan kescjnhtcrsan terhadep wsnak
didasarkan atas pandangan behwa anak-anak pun mempunyai hok asasi sebagai bagian dari
hak asasi manusia. Pemenuhan kebutuhan anak oleh orang tua dan keluarga harus
ditempatkan bukan semata-mata karena anok mempunyai kebutuhan, tetapi karena mereka
mempunyai hak untuk dipenuhi kebutuhannya. Hak memunculkan kewujiban, kewajiban
memunculkan tuntutan. Ansk yang mempunysi hak, orang tua dan masysrakat yang
bertunggung jawab untuk memenuhinya,

Hak-hak anak yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) tahun 1989 merupakan hukum stau instrumen internasional tentang hak anak
yang mengikat secara yuridis maupun politis negara-negara yang meratifikasinya. Pemerintah
Indonesia telsh meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden (No. 36 Tahun 1990) dan
mengadopsinys secars lebih kust dalam Undang-Undang (No, 23 Tahun 2002) tentang
Perlindungan Anak. KHA mewajibkan setiap orang dan negara untuk menghormati (lo
respect), menjamin (to enswre), dan memenuhi (to fulfil) hak-hak anak. KHA mengatur bahwa
tanggung jowab periama tanggung jawab pemenuhan hak anak ada pads keluarga. Jika
keluarga tidak dapat memenubl hak anak tersebut, maka masyarakat yang akan
menggantikannya. Jika masyarakat pun tidak mampu, maka negara berkewajiban memenuhi
hak anak tersebut,

Menghadapi tantangan dan tuntutan tersebut, serta semakin meningkatnys kompleksitas
masalah anak jalanan, Kementerian Sosial RI menetapkan komitmen “Bebus Anak Jalansn di
Indonesia” melalui kebijakan Program Kescjahteraan Sosial Anak (PKSA). Kebijakan
tersebut  ditujukan  sebagai landasan dalam pelaksanasn kegiatan penanganan dan
perlindungan anak di Indonesia. Adapun tujuannya adalah menjamin terpenubinya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesual dengan



harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnys anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia dan sejahtera.

Setinp kebijakan skan selalu mengandung resiko kegagalan (policy failure). Hogwood &
Gunn (1986) mengungkapkan terdapat dua kategori kebijakan yang gagal, yaitu nonm
implementation (tidak terimplementasi) dan wasuccseful implementation (implementasi yang
tidak berhasil), Kebijakan yang tidak terimplementasi (o implementation) mengandung arti
bahwa kebijakan itu tidak dapat dilaksanakan sesual dengan rencana, tidak ada kerjasama
yang baik di antara para pelaksana, bekerja tidak efisien, bekerja tidak sungguh-sungguh,
tidak menguasal permasalahan atau permasalshan di luar jangkausn kewenangan,
Implementasi yang tidak berhasil (unvuccesfl implementation), dapat discbabkan olch
berbagai faktor, seperti; pelaksanasn yang tidak baik (bad execution), kebijakan yang tidak
baik (bad policy), mau kebijakan tersebut tidak bemasib baik (bad luck) karena faktor
lingkungan kebijukan benar-benar tidek menguntungkan bagi implementasinys sehingga
siapapun tidak dapat atau tidak perlu dipersalahkan,

Berhasil tidaknya kebijakan Kementerian Sosial RI tentang “Bebas Ansk Jalanan di
Indonesia” melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), berimplikasi pads strategi
penanganan anak jalunan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Pada era otonomi dacrah,
Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peranan penting dalam mengimpelemntasikan
kebijakan Kementerian Sosial Rl dalam penanganan masalah anak jalanan. Pemerintsh
Daerah menjadi “leading execution” dalam mengimplementasikan kebijakan Kementerian
Sosial R1 dalam penanganan masalah anak jalanan. Dalam hal ini, tanpa adanya kerjasama
dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, sebaik-baiknya kebijakan yang telsh ditetapkan
Kementerian Sosial RI tentang penanganan anak jalansn di Indonesia, tidak akan berhasil
dengan maksimal,

Permasalohannya adalsh spakah ada komitmen dan dukungan dari Pemerintah Dacrah dalam
mengimplementasikan kebijakan Kementerian Sosial Rl dalam penanganan anak jalanan
tersebut? Adakah kebijakan Pemerintsh Dacrah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan
Daerah (Perda) dulam penanganan anak jalanan? Adakah data yang valid tentang anak jalanan
schagai wujud komitmen Pemda dalam penanganan anak jalanan? Adakah upaya yang
sungguh-sungguh dari Pemda dalam penanangan anak jalanan memalui sustu program yang
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berpihak kepada anak jalanan? Adakah sumber daya manusia yang mempunyal pengetahuan
dan kompetensi dalam penanganan anak jalanan? dan Bagaimana pemahaman dan
pengetahuan Pemda tentang strategi penanganan anak jalanan?
Hal tersebut menjadi penting karena dalam em otonomi daerah, Pemda menjadi ujung tombak
(leading execution) dalam penanganan masalah anak jalanan. Oleh karena itu, schagal upaya
untuk mengimplementasikan kebijakan “Bebas Anak Jalanan di Indonesia™ yang ditetapkan
Kementerian Sosial Rl, perlu dilakukan kajian tentang komitmen dun dukungan Pemerintah
Daerah dalam pensnganan anak jalalan, Kajian terscbut ditujukan untuk; (1) memberi
gambaran yang komprehensif dan menyeluruh tentang upaya yang sedang dan akan dilakukan
Pemda dalam penanganan anak jalanan; (2) kebijukan Pemda dalam penanganan anak jalanan;
(3) data yang valid tentang anak jalanan; dan (4) sumber dayn manusia dalam penanganan
annk jalanan di daerah.
E. Faktor Keberhasilan dalam Implementasi Kebijukan Pensnganun Annk Jalenan di
Daerah
Anak adalah amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagal manusia seutuhnya,
Anak sebagal tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran
strategls dan mempunyal cirf dan sipat khusus yang menjamin kelangsungan eksistens! bangsa don
negara pada masa dopan. Disisi lain negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan
tiap-tiap warga negaranys, termasuk perindungan sosial terhadap hal anak yang merupakan hak
asasi manusia agar setlap anak mendapat kesempatan yang seluas-uasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, balk fistk, mental maupun sosial, dan berakhlak multa.

Prasyarat utama agar anak dapat tumbuh dan beckembang secara normal adatah terpenuhinya
kebutuban dasar ansk, yang meliputi kebutuhan fisiologis, kssih sayang, pendididikan,
kesehatan, perlindungan terhadap segala diskriminasi dan perfakuan saloh (@bused), serta
kesempatan untuk menyuarskan pendapatnys dalam berbagai keputusan yang meayangkut
nasib dirinya.

Untuk menjamin pertumbuhan fisiknys, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian,
sanitasi don perawmtan keschatan. Semasa kecil merckn memerlukan pemefiharasn dan
perlindungan dari orang tua sebagai perantara dengan dunia nyata. Untuk menjamin

perkembangan fisik dan sosialnys, anak memerlukan kasih sayang, pemahaman, suasana
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rekreatif, stimulasi, kreatif, aktualisasi diri dan pengembangan intelektual, Sejak dini, mereka
perlu pendidikan dan sosialisasi dasar, agar pengajaran tanggung jawab sosial, peran-peran
sosial dan keterampilan dasar agar menjadi warga masyarnkat yang bermanfaat,

Kegugalan dalam proses pemenuhan kebutuhan ini akan berdampak negatif pada
pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental dan sosial anak. Anuk bukan saja
skan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas keschatan yang buruk, melainkan
pula mengalami hambatan vital, lemah daya nalar dan bahkan perilaku-perilaku maladaptif,
seperti ‘nakal’ sukar diatur, yang kelak mendorong mereks menjadi manusia ‘tidak normal’
dan perilaku kriminal,

Deklarasi Hak-hak Anak, menyatakan “anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya
memeriukan pengamanan dan pemeliharsan khusus termasuk perfindungan hukum yang layak,
sebelum dan sesudah kelahiran®. Sebagai sumber daya manusia potensial tumbuh kembang anak
sangat erat Kaltannya dengan orang tua atau keluarga si anak. Keluarga adalah Institusl pertama yang
mengemban misi internalisasi dan soslalisasi anak. Keluarga merupakan unit terkecil dan primer
dalam masyarakat, yang memilild sifat kerja tanpa pamrih, saling memberikan bantuan dan
pertolongan dalam suasana kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.

Dalam keluarga, anak mempercieh pemenuhan kebutuhan dasar dan sosiainys. Mukadimah
Konvensi Hak-hak Anak yang disetujul oleh Majelis Umum P88 tanggal 20 Nopember 1989, yang
menekankan bahwa * Keluarga sebagal kelompok Intl dari masyarakat dan sebagal lingkungan yang
alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan sefuruh anggotanya dan khususnya anak-anak,
hendaknya diberi perfindungan dan bantuan yang diperiukan sehingga keluarga mampu mengemban
tanggung jawabnya dalam masyarakat”, Melahirkan dan memilikl anak adalah hak setiap orang tua,
Tidak ada plhak manapun yang leblh berhak memilikd anak selain orang tus kandung anak ity sendirl.
Tetapl hak tersebut tidakiah mutlak dan berdiri sendiri, karena hak orang tua bersentuhan dengan
hak anak sebagal Insan yang memiliki hak azasl, personalitas, dan penentuan nasib sendir. Dengan
demikian, persentuhan antara hak orang tua dengan hak anak melahirkan "tanggung jowab orang
tua” dalam memellhara, merawat dan mengembangkan anak. Begitu pula sebaliknya, persentuban
antara hak anak dengan hak orang tua melahirkan tanggung jawab anak terhadap orang tuanya.
Hanya saja selaras dengan status anak yang belum mandid, tanggung Jawab anak harusiah
disesuaikan dengan usia, kemampuan dan peranan sosialnya.
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Kegagalan orang tua dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya terhadap anak menimbulkan
hak substitusl atau “hak ketiga” yang disebut “hak negara®. Inl didasarl asumsi bahwa negara dan
bangsa sebagal suatu notions stote dibentuk atas dasar “kontrak soslal” antara berbagal kepentingan
dan kelompok masyarakat, Karenanys negara dalam konsepsi makro adalah sebuah “masyarakat”
atau keluarga besar yang memillkl hak dan tanggung jawab sepert! halnys keluarga dalam arti
sebenarmya. Dengan demikian sesual dengan semangat otonomi daerah, maka perlindungan bagi
anak merupakan Integrasi peran masyarakat dan pemerintah,

Campur tangan negara dalam hal substitusl inl merupakan wujud pelembagaan konsekuens,
pendisipiinan aturan-aturan “keluarga besar™ terhadap para anggotanya. Tujuan utamanya
diterapkannya hak negara adalah untuk menjamin terpellharanya kebutuhan dasar akan hak politik
dan sosial masyarakat, termasuk pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan. Negara memiliki hak
untuk mencampurl (menggantf) tanggung Jawab orang twa yang bertindak sebagal pefindung
terhadap anak-anak yang belum dewasa dengan menggunakan legitimasi hukum melalul pengadilan
untuk merawat dan menyembuhikan anak “secara lebih baik®,

Hal yang paling kritls dalam Implementasi kebljakan penanganan anak |alanan yang
ditetapkan Kementerian Sosial Rl adalah usaha untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jika
kebijakan tersebut telah diputus, kebijakan tersebut tidak berhasil dan terwujud kalau tidak
dilaksanakan. Permasalahannya adalah bahwa dalam era otonomi daerah, peran Pemerintah
Daerah menjadi sangat strategls dalam menentukan keberhasllan penanganan anak Jalanan
di Indonesia. Oleh karena itu, dukungan, dan sinergitas antara kebijakan Kementerian Sosial
Rl dengan fokus dan kebljakan Pemerintah Daerah menjadl suatu hal yang sangat
berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penanganan masalah anak jalanan di Indonesia.
Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan tidak terlepas darl faktor-faktor yang
mempengaruhinya sehingga dalam proses implementasinya menurut Dunsire {dalam wahab,
1997:61) adalah “terbuka kemungkinan akan terjadinya perbedaan (implementation gop)
antara apa yang diharapkan (direncanakan) dengan apa yang senyatanya dicapal (hasil
pelaksanaan kebijakan)”.
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Hoogerwer! (1993) mengemukakan bahwa implementasi kebljakan dapat dilihat dari empat
faktor, yaitu: (1) isl kebijakan harus jelas; (2) informasi mengenal isi program periu
dikomunikasikan kepada kelompok sasaran; (3) dukungan terhadap Implementasi kebljakan;
(4) adanya tingkat defensiasi tugas atau wewenang baik vertikal maupun horisontal dari
unsur pelaksana yang mendukung terhadap efektivitas Implementasi kebijakan. Van Meter
dan Van Horn (1975) merumuskan sebuash abstraksl yang memperiihatkan hubungan antar
berbagal faktor yang mempengaruhl suatu kinerja kebijakan, yaltu; (1) aktivitas
implementasi dan komunikasl antar organisasi; (2) karakteristik dari agen pelaksana dan
implementasi; (3) kondisi ekonomi, sosial dan politlk; (4) kecenderungan (disposition) dari
pelaksana atau Implementator.

Edwards Il (1980) secara lebih rincl dan Jelas menerangkan bahwa ada empat faktor kritls
yang mempengaruhi satu sama lain dalam implementas| kebijakan. Keempat faktor tersebut
adalah; (1) communication; (2) resources; (3) disposition or ottitude; (4) bureaucratic.
Edwards Il menjelaskan tentang peran komunikasi dalam pelaksansan kebijakan publik
sebagal berikuy;
Communication; “For implementation to effective, thoses whose responsibility it is to
Implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement
policies must be transmitted to the appropriate personal, ond they must be clear, o
occurate and consistent. If the policies decision makers wish to see Implemented are
not clearly specified, they maybe missunderstood by those at whom they ore
directed.

Agar pelaksanaan kebijakan publik efektif, kebijakan tersebut harus disampaikan atau
difaksanakan oleh personil yang tepat, sehingga apa yang dimaksud dalam kebijakan
tersebut tepat kepada sasarannya dan para pelaksana kebijakan juga harus terleblh dahulu
mengetahul maksud dan tujuan dari sisi kebijakan tersebut, dengan demikian instruksi yang



disampaikan tidak kabur dan konsisten. Suatu kebljakan yang tidak konsisten bisa
menghambat pelaksanaan kebijakan.

Komunlkasl dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya bagl pelaksana kebijakan, tapi juga
bagl pembuat kebijakan (policy maker). Policy moker dalam meminta para pelaksana tidak
sekedar dengan suatu petunjuk yang Jelas, tetapi yang leblh penting adalah adanya
konsistensi komunikasi dari atas ke bawah harus jelas dan tegas, karena bila tidak, akan
terdapat suatu penafsiran yang berbeda oleh aparat pelaksana dalam melaksanakan
kebfjakan. Hal yang lebih penting lagi harus ada ketetapan dan keakuratan Informasi
kebijakan sehingga para pelaksana dapat mengetahul dengan jelas apa yang seharusnya
mereka lakukan, dengan kata lain agar implementasi efektif para pelaksana harus
mengetahul apa yang hendak dicapal dalam kebijakan tersebut.

Selanjutnya, Edwards Il (1980) mengemukakan peran sumberdaya dalam pelaksanaan

kebijakan publik sebagal berikut:
Resources: “If the personnel responsible for carrying out policies lack the
resources to do effective job, Implementation will not effective. Impormant
rsources Incude staff of the proper size ond with the necessary expertise,
relevant and odequate information on how to implement policies and on the
complienace of other involved In implementation aend outhorrity to ensure thot
policies are corried out as they intendeed and focllities in which to prvide
service”,

Faktor sumberdaysa mempunyal peranan penting dalam pelaksanaan  kebljakan.
Bagaimanapun jelasnya suatu kebijakan dan konsistennya ketentuan atau aturan, serta
bagaimanapun akuratnya penyampaian kebijakan tersebut, jlka personil yang
bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kurang berkemampuan untuk melakukan
secara efektif, maka pelaksanaannya tidak akan efektif,

19



Sumberdaya meliputi personil dengan jumlah yang pantas dan keahllan yang dibutuhkan;
relevan dan Informasi yang memadal dalam melaksanakan kebljakan serta yang terlibat
dalam pelaksanaannya saling melengkapl; dan kewenangan untuk untuk menjamin bahwa
kebijakan dilaksanakan sebagalmana yang menunjang keglatan dalam pelaksanaan
kebijakan. Sumberdaya yang tidak memadal akan berartl bahwa kebijakan yang dilaksanakan
tidak akan efektif. Edwards |ll menjelaskan tentang peran kecenderungan peritaku pelaksana
dalam implementasl kebijakan sebagal berikut;
Dispasitions: The dispositions or ottitude of implementors is the third critical
foctor In our approach to the study of public policy Implementation. If
Implementation is to proceed effectifely, not only must implementers know what
to do and have capability to do it, but the must also desire to carry out policy.
Most implementators con exercise considerable discretion in the implementation
of policies. One of the reason for this their Independence from their nominal
superiors who formulate the policies. Another reason is the complexity of the
policles themselves. The way In which implementators exercise their discretions,
however, depends in large part upon their despositions toward the policies. Their
attitude, in turn, will be influinced by their views toward the policies perse and by
how they see the pilicles affecting their oranizationol and personal interests.

Kecenderungan perilaku atau sikap pelaksana darl para pelaksana adalah faktor yang
menentukan dalam implementasi kebijakan publik. Untuk melaksanakan kebijakan secara
efektif, pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang akan dilakukan dan mempunyal
kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus berkehendak untuk
melaksanakan kebijakan tersebut. Skap dan perilaku pelaksana akan dipengaruhi oleh
pandangan mereka terhadap setiap kebijakan itu dengan cara bagaimana mereka melihat
kebijakan mempengaruhl kepentingan mereka secara organisasi dan pribadl. Kecenderungan
perilaku atau sikap pelaksana dalam Implementas| kebljakan publik inl diartikan sevagal
kecenderungan, keinginan dan kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebljakan.



Pemahaman tentang maksud dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting karena
implementas! kebijakan bisa gagal (frustroted) ketika para pelaksana (officiols) tidek
sepenuhnya menyadarl terhadap standar dan tujuan kebijakan, Arah disposisi para
pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan, juga merupakan hal yang krusial.
implementasl kebljakan mungkin biss gagal karena para pelaksana menolak apa yang
menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam
terhadap standar dan tujuan kebljakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan kebijakan merupakan suatu potensi yang besar dalam keberhasilan
implementasl kebijakan. Pada akhirnya Intensitas disposisi para pelaksana dapat
mempengaruhl pelaksana kebljakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini
dapat menyebabkan gagalnya implementas kebijakan.

Dilaln pihak, Edwards Il (1080:12) menjelaskan tentang struktur birokrasi dalam

implementasl kebijakan publik sebagai berikut:
Bureaucratic structure: “even If sufficlent resources to implement o policy exist
ond implementors know what to do and want to it, implementation may stil be
thwarted becouse of deficlencles In buregucratic structure ..... As organizational
units administer policies they develop stondort operating procedures (SOPs) to
handle the routine situations with which they regularly deol. Unfornatuley, SOPs
designed for on going policies are opten imppropriate for new palicies and may
couse resistence to shenge, delay, waste, or unwonted actions. SOPs sometimes
hinder rathers than policy implementation.

Sumber untuk melaksanakan suatu kebljakan tidak cukup para pelaksans mengetahul apa
dan bagaimana cara melakukannya serta mereka mempunyai keinginan untuk melaksanakan
kebijakan bisa Jadi belum efektif, karena struktur birokrasi yang tidak efisien (defisien In
bureoucratic structure). Struktur birokrasi Inl mencakup aspek pembagian kewenangan,
hubungan antar unit-unit dalam organisasl dan hubungan antar unsur-unsur di luar
organisasl. Struktur organisasi mencakup dimensi fragmentasi (fragmentation) dan standar
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prosedur operasl (SOPs) untuk memudahkan dan menyeragamnkan tindakan darl para
pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjad| bidang tugasnya.

Pelaksanaan kebijakan publik yang efekt)f dan efisien tidak terlepas dari faktor komunikasi,
sumber daya (resources), setiap pelaksanaan (disposition) dan struktur birokrasl. Keempat
faktor Ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhl satu sama lain. Ini merupakan sebuah
sistem dimana suatu kebijakan tidak dapat mencapai sasaran jika salah satu komponennya
tidak berfungsl.

Implementasi kebijakan penanganan anak jalanan menekankan pada suatu tindakan, baik
yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Rl maupun Pemerintah Daerah yang diarahkan
untuk mencapal tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya,
Tindakan Ini pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan menjadi pola-
pola operasional, serta melanjutkan usaha tersebut untuk mencapal perubahan, balk yang
sangat besar, maupun yang sangat kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan,

Mustopadidjaja (1998) mengemukakan bahwa proses Implementasi kebijakan sekurang-
kurangnya mengandung tiga unsur penting dan mutlak, yaitu; pertama adanya program atau
kebijakan yang dilaksanakan; kedua, target group yaltu kelompok masyarakat sasaran yang
diharapkan akan menerima manfaat, perubahan atau peningkatan darl program tersebot;
dan ketiga, unsur pelaksana organisasl yang bertanggungjawab dalam pengelolaan
pelaksanaan dan pengawasan darl proses implementasi.

Dalam era otonomi daerah, peran Pemerintah Daerah menjadl sangat strategis dalam
menentukan keberhasilan penanganan anak jalanan di Indonesia. Dukungan, dan sinergitas
antara kebijakan Kementerlan Soslal RI dengan fokus dan kebljakan Pemerintah Daerah
menjadl suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penanganan
masalah anak Jalanan di Indonesia. Berdasarkan uralan di atas, kajlan tentang dukungan
Pemerintah Daerah dalam penanganan anak jalanan di Indonesia menjadi suatu keglatan

yang sangat penting untuk dilakukan. Hasll kajian tersebut, dapat dijadikan masukkan bagl
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Kementerian Sosial RI dalam merumuskan alternatif strategl implementasi kebijakan
Kementerian Sosial Rl dalam penanganan anak jalanan di Indonesia yang melibatkan
partisipasi Pernerintah Daerah,




BABIN
METODE PENELITIAN

A. Disain Penclitian

Penclitian ini akan dilakokan dengan menggunoakan pendekatan kuantitatif dengan metode
penelitian survey deskriptif dan cksplanatori, sehingga dapat mencapai tujuan penelition
untuk mendapatkan generalisasi yang secara faktual menggambarkan dukungan Pemerintah
Dacrah dalam penanganan anak jalanan di Indonesia dan menjelaskan pengaruh Dukungan
tersebut dalam keberhasilan penanganan anak jalanan, Penelitian kuantitatif adalah
penelitian yang berusaha untuk menghasilkan temuan-temunn yang akurat don dapat
digeneralisasi (Rubin & Babbie, 1993), Sementara metode survey merupakan penelitian
sampel atau populasi dalam skala besar yang dilokukan dalam kehidupan yang begjalan
secara wajar, dengan pengumpulan dsta dalam waktu yang relatif serentak yang
menggunakan pertanysan-pertanyaan yang terstandard untuk memperoleh generalisasi yang
menggambarkan atau menjelaskan fenomenn dalam  suatu masyarakat atau kelompok
masyarakat pada saat ini (Rubin & Babbic, 1993; Sochartono, 1995). Survey yang bertujuan
menggambarkan secara umum sustu fenomena lebih lanjut disebut survey deskriptif,
sedangkan survey yong bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat suatu fenomena
disehut survey eksplanatoei. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan dan metode tersebut
tepat untuk tujuan penelitian ink

Survey ini akan dilakukon kepads sampel penelitian sesuai dengan definisi opersional yang
ditetapkan dalam jumlah yang representatif untuk dapat mewakili dan digeneralisasi
schingga dopat menggambarkan sccara umum kinerja  pekega sosial fungsional.
Pengumpulan dats akan dilakukan dengan prosedur yang relatif terstandar dengan
menggunakan alat yang akan memudahkan pengolashan dan analisisnya untuk mencapai
generalisasi,

Untuk memperkaya hasil penelitian, penclitian ini nkan dilengkapi dengan penggunusan
beberapa teknik dari tradisi pendekatan kualitatif, ynkni wawancara mendalam dan diskusi
terfokus. Penggunaan teknik tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan yang



memperkaya penjelasan keragaman kinerja pekerjn soslal fungsional yang diperoleh dari
hasil penelitian survey,

Definisi Operusional.

Definisi operasional berkenaan dengan variabel penelitian dirumuskan sebagai bertkut:

|. Dukungan Pemda adalah campur tangan pemerintsh deerah yung peliputi kebijakan
(Perda) penanganan anak jalanan, ketersedimon data anak jalanan, dukungan LKSA,
dukungan SDM, serta tantangan, dan harapan berkaitan dengan penanganan anak jalanan,

2. Anak Jalanan yang dimaksud dalam penefitian ini adalah anak laki-laki dan perempuan
dibawah 18 tahun yang sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja atau hidup di
Jjalanan dan tempat-tempat umum.

3. Penanganan Anak Jalanan adalah penyelesainn persoslan anak ~anak di bawah usia 18
tahun yang schagian besar waktunya digunakan untuk bekerja atau hidup di jalanan dan
tempat-tempat umum,

. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi penelitian ini adalsh Aparst Pemerintsh Daersh Kabupaten Kots yang ada di
Propinsi terpilih sebagal sampel penelitian di Indonesia. Terdapat 20 Propinsi di Indonesia
yang beberapa Kota/Kabupaten di dalamnya terdapat banyak anak jalonan.

. Pengukuran

Penclitian ini menggunakan alst ukur yang disusun sedemikian rupa oleh peneliti, yung
mencakup daftar pertanyaan tentang dukungan pemerintah daerah dalam menangani anak
jalanan. Tingkat pengukuran yang digunakan pada umumnya adalah ordinal. Untuk
kepentingan uji hipotesis dengan menggunakan analisis jalur, tingkat pengukuran ordinal
kemudian divbah menjadi tingkat pengukuran interval dengan menggunokan sucsesive
method.

Pengujian validitas dan Rellabilitas
1. Pengujian Validitas Instrumen Penelitiun



Validitas diartikan scbagal ketepatan  instrumen  kajian, validitas menunjukkan

sefauhmana alat ukur dapat dipergunekan untuk mengukur ciri yang akan divkur,

Pengujinn kuesioner (questionmaire) atau alst uvkur dalam kajian ini menggunakan

analisis Korelast Product Moment Pearson (Sugiyono, 2007).

Untuk melakukan uji validitas, metode yung dilakukan adalah dengan mengukur korelasi

untara item daflar pertanyaan dengan skor daflar pertanysan/kuesioner secar

keseluruhan, Purbayu dan Ashari (2005) mengemukakan bahwa tahap yang dilakukan

untuk melakukan pengujian validitas adalah;

*  Mendefinisikan secara operasional suatu konsep yang akan diukur, Tahap awal yang
harus dilakukan adalsh menguraikan konsep dalam suatu definisi operasional.

* Melakukan uli coba pada beberapa responden. Uji coba minimal dilakukan kepada
30 orang.

*  Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban.

* Menghitung nilal korelasl antara masing-masing skor item jawaban dengan skor
total darf item jawaban.

Perhitungan validitas alat ukur/instrumen dilakukan dengan menggunakan software
Statistical Package for Soclol Sclence (5PSS). Untuk mengetahul tingkat signifikansi
koefisien adalah apabild t-aewy > tme dengan taraf kepercayaan 5% dengan uji dua
pihak a = 0.05 serta derajat kesalahan sebanyak (dk} = n - 2, artinya alat
ukur/instrumen yang digunakan valid. Namun jika nilai Pomueg S f-wee , Maka alat
ukur/instrumen yang digunakan tidak valid. ltem-item kuesioner yang mengungkapkan
cirl variabel-variabel kajian berkenaan dilakukan ujl validitas, sehingga dengan alat ukur
yang valld, maka data berkenaan dapat dianalisis.
2. Pengujian Reliabilitas Alat Ukur

Refiabilitas instrumen/alat ukur didefinisikan sebagal keampuhan suatu instrumen,
karena memlliki konsistensl yang tinggl terhadap fenomena yang diukur. Dimanapun
instrumen tersebut digunakan, sepanjang cirl atau karakteristik populasi dan sampelnya
sama, maka data yang diperoleh akan konsisten atau kemantapan afat ukur. Jadi



rellabilitas dapat dikatakan sebagal Indeks yang memperlihatkan selauhmana alat
ukur/instrumen  penelitian dapat dipercaya. Reliabilitas dibuktikan bila alat
ukur/instrumen yang digunakan, berulang kall dalam mengukur gejala yang sama
memberikan hasil relatif konstan/tetap atau reliabilitas menunjukkan konsisten alat
ukur/instrumen dalam mengukur gejala yang sama.
Pengujian reliabilitas alat ukur penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara one
shot. (Purbayu dan Ashari, 2005). Pada metode ini, pengukuran dilakukan hanya pada
satu wikty, kemudian dilakukan perbandingan dengan pertanyaan yang lain atau dengan
pengukuran korelasi antara jawaban, Pada software Statistical Package for Social Science
(SPSS). metode ini dilakukan dengan menggunakan metode Crombach Alpha, dimana
suatu kuesioner (questionnaire) dikatakan reliabel jika nilai Crombach Alpha lebih besar
dari 0,60,

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket (Questioner)

Angket yaitu cara pengumpulan data dengan memberi pertanysan tertulls mengenal
dukungan Pemerintah Dacrah terhadop penanganan anak jalanan di Indonesia, dimana
dari pertanyaan-pertanyaan tersebut disediokan alternatif jawabannya, ltem pertanyanan
penelitian ini mencakup aspek atau yang menjadi sub permasalahan penelitian.

v 3 Observasi
Teknik pengumpulan data yang difakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap aspek-
aspek yang berhubungan dengan aspek lokagl penelitian dan kondisl beberapa Lembags
Kesejahteran Sosial Anak yang menjadi mitra dalam penanganan anak jalanan,

3. Studi dokumentasi
Studi dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mempelajori literatur-literatur,
buku-buku atau dokumen dan data yang berkaitan dengan masslah penelitian yaite
dukungan Pemerintah Daerah techadap Penanganan Anak jakanan di Indonesia,



4 Focus Group Discussion (FGD)
FGD yaitu pengumpulan data dengin carn melakukan diskusi kelompok terarah dipandu
oleh moderator. Pertanysan dan pembicarnan yang berlangsung mengenai dukungan
Pemda dalam penanganan Anak Jalanan yang ditulis dengan cermat.

G. Teknlk Analisi Data

Analisis data dilakukan dengan analisis data kuantitaif, yaitu dengan mengedit, mengolah
data, dan melakukan anallsls data yang dibantu dengan kuantifikasi dan anallsls statistik
sehingga dapat memberikan kesimpulan umum yang memberi jawaban terhadap
pertanyaan penelitian. Statistik yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian
yang menggambarkan dukungan pemerintah daerah dalam penanganan anak jalanon
adalah statistik deskriptif yang menyajikan proporsi responden pada klasifikasl data yang
ditelitl, mellhat kecenderungan penyebaran dan modusnya. Data tersebut kemudian
disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, dianalisis sebarannya, Disamping itu, untuk
mengeneralisasi hasil penelitian sampel kepada populasi digunakan statistik inferensial
menaksir proporsl,

Statistik yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis penelitian yaitu
Analisis Salur. Analisis jalur adalah teknik anallsis yang menerapakan analists regresi, yang
tidak sekedar melihat pola hubungan antar variabel tetapi jugs mengungkap hubungan
kausal. Bahkan ketika jalur hubungan kausal yang diuji bersifat kompleks, analisis falur
dapat memecah pengaruh menjadi pengaruh langsung dan tidak langsung (Kerlinger, 1990;
L, 1975; Sitepu, 1994, Harun, 1994).

H. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama twjuh bulan yang dilaksanakan mulai bulan April hingga
bulan Oktober 2013. Jadwal penelitian selengkapnya terinci sebagai berikut:
Tabel 2: Jadwal Penclitian



No,

Kegiatan

April | Mei

Juni

Juli

Seminar usulan
penelitian

Perbaikan
proposal dan

penelitian,

Pengumpulan

Pengolahan dan
analisis data

Penulisan draft

Seminar laporan
penelitian

Perbaikan laporan




BAB IV
DUKUNGAN PEMDA TERHADAP PENANGANAN ANAK JALANAN
DIPROVINSI JAWA TENGAH

A. Data dan Gambaran anak jalanan
1. Duts Anak Jalanan

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki angka yang pasti tentang jumlah anak
Jjalanan yang ada di wilayshnya. Ketidakpastian ini salah satunya disebabkan karena
mobilitas anak jalanan yang tinggi. Diskui oleh bebernpa pejabat dan staf Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah bahwa, anak jalanan yang berada di Kota Semarang sebagai ibu
kota Jawa Tengah, bukan seluruhnya berasal darl kota Semarang, namun dari kota-kota
lain yang ada di sekitur Semarang seperti knbupaten Demak dan kabupaten Semarang.
Populasi anak jalanan di kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang juga relative tinggi
dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Jaws Tengah, bahkan populasi anak jalanan
di kabupaten Demak merupakan jumlah tertinggi di Jawa Tengah. Mobilitas yang tinggi
bisa menimbulkan perhitungan ganda, schingga angka pasti tentang populasi anak jalanan
sulit dicapai. Namun demikian Dinas Sosial Jawa Tengah memiliki angka tentang jumlah
anek jalanan, walaupun jumlsh tersebut bukan angka mati. Sebaran anak jalanan di Jawa
Tengah berdasarkun duta yang diperoleh dari Dinas Sosial Jawa Tengah adalah sebagai
berikut :

Tabel 4.1. Presentase Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin, September Tahun
2013
No | KabupstenKota
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7 | Kab. Wosasobo 5 2 2 ] Al .2
3 Kab. Magelang ] ¥ 3 13 Ell 0.6
5 Kab. Boyolali () 7 7 ] 61 12
10 Kab. Klaten 130 G ] ] 149 3
11 | Kab. Sukobarjo 5 92 7 ] a K]
2 Kab. Wooogin 3l 91 3 9 7] 07
13 | Kab. Keunganywr | 5% 70 | 25 30 7
T Kab, Sragen F] (3] 3 e 7 0.
15 Kab. Grobogan ™ [T [ 15 93 [F]
6 Kab, Blora 226 1] 32 12 258 51
17 | Kab Rembang 5 100 0 ] ]
1] Kab, Pasi 7 97 2 7 75 [}
) Kab. Kodus 186 60 | 204 | 40 309 61
30 Kab. Jopars 3 00 | @ 3 (K]
24 Kab. Demak ani 94 58 o L) 19.2
22 | Kab. Semamng 235 9 5 9 758 1
23 | Kab. Temamggung 65 100 0 &5 13
7] Kab. Kendal 6 i) is ] Ell 14
5 Kab, Batang i [ 10 3 328 65
36 | Kab. Pekniongan 7 94 i 0 ] 04
37 | Kab. Petaiang 150 (& 3 7 ] 6
i Kab, Tegal a6 79 12 2t 5 i2
39 “Kab. Beebes 69 7] (5] 6 [ 6
30 | Kots Magelang 58 97 2 3 & i2
k] ‘Rota Surakarta 62 I3 ] 2 30 26
732 | Koln Salatigs 7 [ 3 15 20 (K]
33| Kota Semarung 158 7 5 1] 716 K]
34 | Kota Pekalongsn 129 () 6 il 145 29
s Kota Tegal 186 70 78 30 264 52
Jumlah 4251 8 | 79 15 | 5030 | 100 |

Sumber : Dinas Sosial Jawa Tengah

Tabel di atas menunjukkan bahwa kabupaten Demak merupakan kabupaten yang
memiliki populasi anak jalanan paling banyak di Jawa Tengah. Kabupaten Demak itu
sendiri letaknya berbatasan dengan Kot Semarang, sehigga disinyalir anak-anak yang
berada di Kota Semamng merupakan kiriman dari Kabupaten Demak. Informasi inl juga
terungkap bukan hanya hasil wawancara dengan Pihak Dinas Sosial Jawa Tengah, namun
jugn mencuat dalam diskusi terfokus yang disampaikan oleh Pihak Dinas Sosial Kots
Semarang.

2 Gambaran Anak Jalanan
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Pengumpul data hanys memfokuskan penelitian di ibu kota provinsi Jawa tengsh, yaitu
Kota Semarang, schingga tidak bisa menggambarkan kondisi anak jalanan secara rinci
tentang situasi dan kondisi di setinp kabupaten/kota di Jawa Tengah, Observasi hanya
dilakukan di Kota Semarang dan berdasarkan Tabel 4.1, Kota Semarang bukan wilayah
terbanyak jumlah anak jalanannya. Ketika pengumpul data melakukan observasi di Kota
Semarang, baik di pagi hari, sore hari msupun malam hari Kota Semarang Nampak rapi,
bersih scoleh jauh dari kesan sebagai kota anak jalanan. Ketika dikonfirmasi kepada
Pihak Dinas Sosial katanya baru dua han yang lalu telah dilakukan kebersihan bagi anak
julanan karena akan ada tamu pejabat dari Jakarta, yaitu Menteri BUMN Dahlan 1skan,
Namun demikian pengumpul data menemui beberapa anak jalanan yang mengemis dan
jual Koran di beberapa titik, seperti lapu merah Gajah Mada, lampu merah Polda, lampu
memh Bunderan Dipenogoro, dan lampo merah Gereja Katedral,
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Dinas Sosial Jawa Tengah tidak memiliki data tentang kondisi anak jalanan secara detail
dalam angka baik itu yang terknit dengan aktivitas anak, tempat anak melakukan
aktivitas, pendidikan anak, usia anak, waktu ansk melakukan aktivitas, dan jumlash anak
melakukan aktivitas di jalanan. Hal ini tentu saja menyulitkan pengumpul data dalam
memberikan gambaran anak jalanan dan keterbatasan dalam memberikan analisis,

Dinas Sosial provinsi Jawa Tengah memberikan gambaran tentang aktivitas utama anak
jalanan, namun tidak dirinci dalam angka. Aktivitas utama anak di jalanan adalah :
mengamen, memulung, berjualan, menyemir sepatu, parker mobil, pencuci mobil,
pekerja seks, dan tidak menentu. Informasi lain yang didapat dari Dinas Sosial Provinsi
Jawa Tengah juga terkait dengan lokasi aktivitas anak, namun lagi-lagi tidak dirinci
dalam angka, hanys mengidentifikasi saja lokasi yang sering digunakan aktivias anak,
yaitu lampu merah, pasar, mall, stasiun, dan terminal,

B, Kesiapan Jawa Tengah dalam rangka mencapai “Bebas anak jalanan tahun 2014™

Kesiapan pemerintah diserah dalam mencapai wilayuh yang bebas anak jalanan

diantaranya bisa dilihat dari tersedianya program penanganan anak jalanan dan anggaran

yang diperuntukkannys. Pemda Jawa Tengah sepertinya belum menunjukkan sebuah

upayn kerns dalam menuju wilayah yang bebas anok jalunan. Hal ini bisa dilihat dari

bebas anak jalanan, Keempat aspek tersebut adalah :

1. Program
Berdasarkan instumen yang diisi oleh Pihak Dinas Sosial, bahwa Dinas Sosial baru
memiliki program untuk anak berupa perlengkapan sekolsh dan tambahan gizi, dan
belum ada program untuk keluarganya maupun masyarakat yang lebih luas yang
terkait dengan masalah anok jalanan. Dinas Sosial tidak merinci perlengkapan sekolah
yang diberfkan tersebut berupa apa saja, berapa stel, dan untuk berapa anak, schingga
tidak bisa dihitung jangkauan layanan yang diberikan.

Program yang diberikan Dinas Sosial masih bersifat reaktif, dan tidak bisa

dikatagorikan scbagai layanan strategic dalam rangka menurunkan angka anak jalanan.
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Pemberian perlengkapan sekolsh dan pemenuhan gizi anak merupakan layanan yang
tidak menjamin menurunkan intensitas atau jumlsh jam anak di jalanan.

Dinas Sosial tidak menycbutkan layanan untuk keluarga, padahal keberadsan anak di
Jalanan tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi keluarganya. Situasi ini memang
terjadi hamper di semua wilayah, karena banynk para pengambil kebijakan belum
memahami behwa permasalahan anak merupakan produk dari masalah yang dihadapi
oleh orang tua/keluarganys. Oleh karena itu untuk menurunkan intensitas anak di
jalunan, maka yang harus disentuh adalah orang tua atau keluarganya. Banysk
diketemukan bahwa keberndaan anak di jalanan karena ckonomi orang tuanya, bahkan
tidak sedikit di antars mereka yang sengajo disuruh oleh orang twanya, dan vang
pendapatannys digunakan untuk kepentingan orang tun/keluarganya. Belum juga ada
layanan untuk masyarakat, padshal dalam konteks penanganan anak jelanan, sasaran
fayanan untuk anak, keluargs dan masyarakat jtu tidak bisa dipisahkan, karena
merupakan suntu system ekologi dulam kehidupan anak yang saling mempengasruhi.

Mol!

Sampai dengan bulan September tahun 2013, belum ada Mol yung dibuat oleh Dinas
Sosial Jawa Tengah dengan Pihak manapun terkait dengan penanganan anok jalanan,
Mol dengan Pihak lain diresa perlu mengingat, Dinas Sosial memiliki keterbatasan
sumber daya baik secara financial, manusia, meupun yang lainna yang bisa
mendukung penanganan anak jalanan,

Melalui diskusi terfokus terungkap bahwa di Kota Semarang berdasarkan informasi
dari Pihak Dinas Sosial kota Semarang mengatakan bahwa untuk tahun 2014 sudah
dirsncang MoU antars Kotn Semarang dengan kota di sekitarnya seperti Solotiga,
Kendal, Ungarun, dan Demak, Menurut Pak Hengki (Pejabat eselon 3 Dinas Sosial
Kota Semarng) bahwa sebagaian besar PDOT dun Anak Jalanan berusal dari daersh
tersebut, schingga untuk mengentaskannya harus dengan dikembalikan ke daerah
asalnya dan perlu ada Mol dengan wilaysh tersebut, Mol tersebut dirancang d jota

Semarang, namun untuk tingkat provinsi belum.
)



3. Anggaran

Berdasarkan pada instrument yang diisi oleh Pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa
Tengah, sumber pembiayaan terbesar dalam penanganan anak jalanan di Jawn Tengah
adalah dari Kementrian Sosial melalui dans PKSA, sedangkan dari APBD hanya
setengahnya saja. Secara rinci anggaran penanganan anak jalanan di Jawn Tengah
disajikan dalam table berikut :

Tabel 4.2 Sumber Dana penanganan Anak Jalanan, September 2013

Tahun Sumber dana
APBN (PKSA) APBD Sumber lain
2011 Rp.283.000.000,-
2012 1.050.000.000,~ Rp.576.790.000,-
2013 1.050.000.000,~ Rp.540.000.000,-
2014 Rp.450.000.000,-

Sumber : Dinas Sosial Jawa Tengah

Tabel di atas menunjukkan bahwa sumber dana terbesar adalah dari Kementrian Sosial
melalui dana PKSA, sedangkan dari APBD nya sebesar 50 % dari dana PKSA. Dana
tersebut juga nampak menurun darf tahun 2012 sampal dengan 2014, Tidak terdapat
sumber pendanaan lain, mungkin Dinas Sosial tidak mengidentifikasi sumber dana lain
dan tidak mencatatnya, atau mngkin tidak ada sama sekali,

Dana selalu menjadi kambing hitam dalam penanganan berbagai hal termasuk anak
dalam penanganan anak jalanan. Banynk orang yang meragukan Indonesai bebas anak
jalanan pada tahun 2014, karena tidak didukung dengan dana yang memadai.
Demikian juga apa artinya dukungan APBN kalsu daerahnya sendiri tidak mendukung
dan tidak memiliki political will terhadap penanganan masalah ansk jalanan,

4. Sistem Monitoring
Belum ada sitem monitoring yang dilakukan Dinas Sosial Jawa Tengah untuk melihat
efektivitas layanan atau tingkat penurunan jumish anak jalanan, Sustu laysnan yang
tidak dimonitor, menunjukkan layanan tersebut cenderung asal



dilaksanakan Monitoing bisa dikatakan penting, untuk memberikan feed back apalagi
kalaumonitoringnya dilakukan secara terstruktur, artinya ada intrumen yang terstandar,
dilakukan secara periodic baik olch Pihak intemal Dinas Sosial itu sendiri maupun
pihak Juar yang ditunjuk oleh Dinas Sosial.

Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tenguh bebas anak jalanan

C. Kebijakan stau Peraturan Doeruh tentang penanganan anak jalanan dan implementasinya

Di Jawa Tengah belum ada perturan daerah yang khusus untuk mendukung penanganan
anak jalanan. Pada acara diskusi terfokus dengan berbagai pihak, memang disampaikan
kalau di tingkat provinsi belum ada kebijakan tersebut, belum ada juga rencana untuk
menginisinsinya, Namun ditingkat Kota Semarang, berdasarkan Pihak Dinas Sosinl Kota
Semarang, tahun 2014 akan disusun perda untuk penanganan PGOT dan anak Jalanan di
Kota Semarang. Perda tersebut diinisiasi olch Dewan, karena yang menginisiasi Dewan
diharapkan Perda bisa terselesaikan dengan cepat,

D. Keterlibatan stakeholder dalam penanganan anak jalanan

Berdasarkan informasi dari Pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, banyak Pihak yang
terlibat dalam penanganan anak jalanan, baik pemerintah maupun masyarakat. Dinas
Sosial tidak merinci layanan yang diberikan oleh masing-masing Pihak, namun melalui
FGD terungkapp beberapa layanan dari berbagal pihak yang bekerja sama dengan Dinas
Sosial dalam penanganan anak jalanan, walnupun ada Pihak tertentu yang layanannya
tidak khusus untuk anak jalanan. Beberapa Pihak tersebut adalah :
1. Dinas Sosial kabupaten kota di lingkungan Jawa Tengah
2. BP3AKB
3. Dinas Pendidikan;

Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah melancarkan program pendidikan formal

briuntung, Pendidikan formal terutama mulai dari pendidikan usia dini, paket A, B,
C. Diakui oleh Pihak Dinas pendidikan bahwa program dari Dinas pendidikan masih
parsial, menurut Bellau perfu duduk bareng dengan berbagai Instansi seperti FGD
yang sedang berlangsung untuk mensinergikan layanan.



4.  Disnakertransduk

5 Dinas Keschatan;
Dinas Keschatan memiliki program Jamkesmas yang memberikan layanun keschatan

gratis bagi masayarakst miskin termasuk anak jafanan dan PGOT selama mereks

memiliki KTP Kots Semarung. Untuk Jamkesmas sendini prosedumya tiduk sulit

karena dana pusat dan mekanismenya juga sudah begjalan dengan baik di dacrah

termasuk di kota Scmarang. Sudsh terdapat 4 rumah sakit yang sclama ini beketja

sama dalam penyelenggarsan Jamkesmas ini. Sudah kurang lebih 500 anak terlantar

yang sudah dilayani program Jamkesmas dan dilayani 50 % nya oleh rumah sakit

Amino.

6. Perguruan Tinggi

n. UNDIP
Menurut perwekilan UNDIP, anak jalanan termasuk ke dalam pekerjaan terburuk
anak, Undip telah membangun Komite : Aksi Penghapus Pekerja Anak. Komite
tersebut terdiri dari PT, LSM, LPA, Tim Tenaga Kerja. Salah satu kegiatan
komite adalah mentraining LSM untuk maengajok merekn melakukan
pendekatan pada anak jalanan agar mereka berhenti di jalanan, Para pengurus
LSM di ToT tentang keterampilan kerja. Salah satu pendekatan yang ditawarkan
oleh komite adaluh berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan sudah 1200
anak jalanan sc Jawa Tengah yang sudah detraining dengan 5 jenis keternmpilan,
seperti computer, sablon, menjahit.

b. UNESA (Universitas Negeri Semarang)
Bekerja sama dengan UNICEF dan Plan Internasional mengembangkan CBCP
(Community Based Child Protection). CBCP yang dikembangkan bermula di
Rembang bekerja sama dengan Plan. Masih bekerja sama dengan Plan dan
didukung oleh UNICEP sedang merencanakan replikasi CBCP di kabupaten kota
fain.

E. Peran serta masyarakst, LKSA, LSM atau (NGO) dalam penanganan anak jalanan
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Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan rincian data tentang jumlah LKSA
dan sehurnnnya di setinp kabupatena kots yang ada di Jawa Tengsh. Namun ada beberapa
LKSA yang ditulis dan diundang dalam FGD yang sclama ini menjadi mitra Dinas
Sosial. LKSA tersebut adalah :

1, Setam
Terdapat 150 anjal yang dibina oleh LKSA Setars. Beberaps kendata dan hambatan
dalam menanganai anak jalanan, diantaranya tanggung jawab pemerintah yang masih
rendah termasuk dalam pembustan akte kelahiran yang susah

2 s Shafs
Salah sstu upaya yang dilakukan oleh LKSA ini adalah dengan membangun fortal di
kampung-kampung kumuh seperti rumah sanggar belsjar untuk mencegah unak turun
ke jalan. Kegiatan LKSA ini bekerja suma dengan orang tua dan Pihak sekolah.
Sudah ada 10 sekolah yang menjadi mitra dan menjalin kecja sama, mereka bersodia
menerima anak jalanan. Banyak sekolsh yang tidak mau menerima siswa anak
Jjalanan, karcna takut merusak system yang sudah dibangun sckolah. Keberadsan anak
jalanan di sekolah takut menularkan budaya jalanan terhadap siswa yang lainnya di
sekolah. Upaya yang dilakukan oleh LKSA ini jugas adalah dengan mengembangkan
perlindungan berbasis system. LKSA ini bekerja sama dengan Pihak kelurahan, agar
mercka ikut terlibat, bertanggung jawab dan ikut mengontrol apabila ada anak-anak
yang turun ke jalan,

3. Soegiopranoto
Yayasan Soegiopranoto melalui Rumnh Singgah Anak Bangsanya membina 186 anak
jalanan. Layanan yang diberikan bantuan penidikan, keterampilan, ibadah, sembako,
dan konseling bagi ansk dan keluarganya.

F. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki deerah dalam penanganan anak jalanan,

SDM merupakan komponen enting dalam penanganan anak jalanan. Dengan permasiahan
unak jalanan yang kompleks baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, tanpa didukung
oleh SDM yang memadai rasanys sulit untuk mencapai keberhasilan, SDM juga bukan
hanya dilihat dari jumlah namun kompetensi dan komitmennya dalam menangani anak
jalanan. Gambaran SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah

sebagai berikut :
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1. Sakti Pcksos

Provinsi Jawa Tengah memiliki 44 orang sakti peksos, 17 orang laki-laki dan 27
orang perempuan. Pihak Dinas Sosial tidak merinci 44 orang tersebut terdini dari
kiuster mana saja. Pada saat pengumpul dats datang beberapa kali ke Dinas Sosial
Provinsi tidak sekalipun bertemu dengan sakti peksos. Demikian juga pada sast FGD,
tidak satu orangpun sakti peksos yang diundang. Menurut Pihak Dinas Sosial, sakti
peksos jarang berkunjung ke Dinas Sosial dan Dinas Sosialpun jarang melibatkan
Sakti Peksos dalam kegiatan Dinas Sosial, Menurut mercka sakti peksos di Jawn
Tengah kurang beribar dan tidak dikenal sccara luas. Oleh karena itu Pihak Dinas
Sosial menyarankan agar penempatan sakti peksos adalsh di Dinas Sosial Provinsi,
bukan di lembaga, agar ruang gersknya lebih Juas dan dikenal di dunia yang lebih
luas.

2 TKSK
Jaws Tengah memiliki 568 TKSK yang tersebar di 35 kabupaten/kots di seluruh Jowa

Tengah, TKSK belum dilutih secarn khusus untuk menangani annk jalanan, mercka
masth menangani permasalahan sosial secara umum.

3. Technical axsistance (TA) / Supervisor
Jawn Tengah belum memiliki supervisor atau tenaga ahli yang bisa dijadikan
konsultan dalam penanganan anak jalanan. Schenarnya hal ini bisa dilakukan karena
Dinas Sosial provinsi memiliki hubungan yung baik dengan UNDIP dan UNESA,
perguruan tinggi yang biss menyedinkan tenaga ahli dalam penanganan PMKS,
khususnya anak jalanan.



BABV

A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari hasil penclitian ini adalah:

1. Penyelenggaran kesejahtersaan sosin! berbasis masyarakat yang telah dilakukan oleh Dinas
Sostrankertrans  Kots Tanjung pinang dengan ruang lingkup pelayanan  penanggulangan
kemiskinanan ( baik untuk petani miskin, pedagang masyarakat pedesasan serts kelompok
rentan lainnya); perfindungan anak (anak yang memerfukan perfindungan khusus, anak yang
berhadopan dengan hukum, anak terlantar, ansk yang dipekerjokan serts anak jalanan),
kesehatan lingkungan dan masyarabat,

2. Sumber daya manusin yang terfibat dalsm penangaman masalah PMKS baik di lembanga
berbasis masyarskat yang ada di kota Tanjung pinang sangatiah beragam terdiri dari Pekerja
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5

sosial profesional. Sakrl peksos, TKSK dan Pekerja sosial masyamkat. Di kota Tanjung pinang
saat ini memiliki 14 orang pekerja soaial professional yang bertindak scbagai leader untuk
menangani semia jenis PMKS

Dalam lma tahun terakhir { 2010 ~ 2014) terdapat perkembangan jumlah PMKS yang ditangani,
baik yang sifatnya menurun maupun berkurang, Berdasarksn data yang dimiliki ofeh
Dinsosnakertrans, PMKS yang mengalami penurunan adalah Lanjut Usia Terlsntar, Penyandang
Cacat, dan Wanita Tuna Susils. Sementara itu, PMKS yang mengalami kenaikan adalah Bekas
Wargs Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), keluargn bermasalah psikologis dan
keluarga rentan,

Kecenderungan perkembangan jumlah PMKS, adalah disebablan oleh meningkstnys jumiah
penduduk  socarn pesat, kurangnya tenaga profesional dalam penanganan PMKS, tidak
memadainyi sarana dan prasarna bag pekerja sosial schagai penunjang kegiatan dalam rangka
pelayanan terhadap PMKS.

Setting penyelenggaraan kescjahtcraan sosial yang dibutuhkan adalah Shelter/pusat pelayanan
kessjahteraan sosial (PUSPELKESOS) yang berfungsi sebagai pusst layanan bagi penysndang
masalah kesejahterasn sosial dan diharapkan merupakan pelaysnan satu atap, dan LPKS bag
anak berhadapan dengan bukum (ABH). 7 unit yang diperlukan untuk pelayanan ; Kemiskinan,
Ketelantaran, Kecacaian, Keterpencilan, Ketunsan sosisl / penyimpangan perilaku, Korban




bencana, Korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi, Shelter ABH, dan Sekolsh
Inklusi

Sumber days manusia yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang optimal seharusnyn
bukan hanya pekerja sosial saja namun juga perlu didukung oleh profesi lainnya seperts dokier,
psikolog. psikiater, bahkan termasuk polisi, Penyedinan SDM pekerja sosial diharpkan tersedis
satu orang pekerja sosial di satu desa/kefurahan

. Dalam sedting pelayanan anak, jumlsh SDM yang diperiukan adalah 20 orang dengan rasio 1

pekerja sosial : 3 klien. Hal ini diperiukan untuk menekankan pada kualitas lnysnan dan
keberlanjutan perubahan / tujusn intervensi yang telah dicapal. Kebutuhan lainnya adalah 2
Pekerja sosial sesuai lembaga sosial yang ada di Tanjung pinang, | Tenaga kesehatan di setiap
lembaga sosial institusional, dan | Psikolog di setiap lembaga sosial

. Di kota Tunjung pinang dengan jumish PMKS ada 26 jenis namun jumiah pekerja sosial yang

ada hanya 7 orang pekern sosial generalis, 3 orang sakti peksos, 32 orng TKSK, PSM di tiap
desa, 2 orng pekerja sosial Dinas sosial serta 2 orang case worker PDAK. Mereka semua
bergerak menangani semua PMKS yang terdiri dari 26 jenis PMKS  yang ada di kot Tanjung
pinang baik progrum pencegahannys maupun merespon kasus kasus yang masuk ke dinas sosial
yang berasal dari 32 kecamatan. Berikut ini gambaran tentang pekerja sosial yang ada di Kota

Tanjung pinang.

. Kota tanjung pinang memiliki 32 kecamatan yang terschar termasuk beberapa kecamatan

termasuk wilayah yang tempencil sehinggs saat ini pokerja sosial yang ada harus menjangkau
wilayah kerin 3 sumpni 4 kecamatan. Berdasarkan hasil wawancar dengan beberapa pekerjn
sosial di Kota Tanjung pinang mereka menyatakan bahwa idealnys satu kecamatan ditangani

az




oleh sstu Pekerja Sosial sehinggs merekn dapat lebih focus menangani masalah PMKS di
wilayahnyn.

10.Kebutuhan Pekerja Sosial anak adsluh 20 orang dengan alasan agar pekerjn sosial dapat lebih
menckankan kualitas dalam penanganan kasus. Spesialisasi pekerja sosial di bidang anak yang
diperlukan adalah Perkembangan anak, Hak-hak anak, Perlindungan anak, Restorative justice,
Kode etik pekerjaan social, Metode dan teknik pekerjasn social, Teknik pengubshan perilaku,
Terapi social, Kebijakan social.

11.Hambatan dalam proses rekruitmen pekesja sosial berbasis masysrakat adalah lembags belum
memaham| pentingnya peranan pekerja sosial, minimnys informasi mengenai pelaksanaan
rekruitmen serta standar pendidikan yang kurang/tidsk memadal (basic pendidikan bukan dari
pekerjsan sosial/kesejuhtensan sosial).

B. Rekomendasl
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tanjung pinang

& Memberikan pembinuan terhadap pars Pekerja Sosial yang bekerja baik pada seting Lembaga
Kescjahternan Sosial (LKS) maupun di seting masyarukat

b. Menyiapkan berbagai keperluan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas pekierja sosial berupa
alat transportasi seperti motor, mobil terlebih bila PMKS tersebut berada i kecamatan yang
terpencil dan sangat jauh dari kota Tanjung pinang.

¢, Menginisiasi kerjasama dengan STKS Bandung dalam penerimaan mahasiswa baru kiususaya
mereka yang sudah bekerja schagai Pekerja Sosial di berbagni Lembaga Kescjahitersan Sosial
(LKS) di Kota Tanjung pinang

4 Memberikan Soslalisasi kepada Lembagn Kescjahteraan Sosial (LKS) di wilaysh Kot
Tanjung pinang terkait dengan pentingnys poranan pekerja sosial dalam pelaksansan




pelayanan kescjahternan sosial di Lembags dan adanys ketentuan skreditasi LXS yang
mengharuskan untuk mempekerjakan tenaga profesional pekerja sosial

e. Menginisiasi kepads Bupsti Kota Tanjung pinang untuk menyediakan alokasi penerimaan
pegawai daerah untuk menjadi pekerja sosial profesional yang akan bekerja di bidang sosial,
baik di dinas sosial maupun di lembaga kesejahteraan sosial dan pekerja sosial di masyarakat
sesuai dengan kebutuhan

2. Pekerja Sosial
a. Dapat meningkatkan kinerjanyn dalam pelaksanaan tugas baik didalam seting Lembaga
Kescjulvernan Sosial maupun di masyarkat
b, Memberikan sosialisasi secars terus menerus baik kepada LKS lainays maupun di masyarakat
terkuit dengan keberadsan pekedja sosial schagai ujung tombak pelaksana pembangunan
bidang kesejahteraan sosal

3. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
& Dapar mempekerjakan pekerja sosial dengan latar belakang pendidikan profesional pekerja
sosial
b. Memberikan kesempatan kepads pekerjs sosial yang bekerja dilembaganys untuk dapat
meningkatkan kemampuan dan kompetcnsi prakick pekerjaan sosial melalui kesempatan
mengikuti seminar, pelatihan, atau melanjutkan pendidiken
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